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RINGKASAN 

PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS TERBATAS OLEH 

PASANGAN SUAMI ISTRI TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN 

Oleh : 

Fitriana,1 H. Rachmadi Usman.2 

Studi Kenotariatan, Universitas Lambunga Mangkurat, 198 Halaman 

Email : Fitrieaniisa@gmail.com 

 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan 

akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Akta Notaris pendirian Perseroan 

Terbatas adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris yang berisi keterangan mengenai 

identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan Perseroan Terbatas beserta 

anggaran dasarnya. Pendirian Perseroan Terbatas yang tidak dibuat dengan Akta 

Notaris dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi unsur-unsur Pendirian 

Perseroan Terbatas. Hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak ketiga yang mempunyai 

kepentingan untuk meminta pembubaran Perseroan Terbatas di Pengadilan Negeri. 

 

Selain memenuhi syarat-syarat materiil, lembaga tersebut belum menjadi badan 

hukum jika negara atau undang-undang tidak mengakuinya sebagai badan hukum. 

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, harus ada minimal 2 (dua) orang. Jika kurang 

dari jumlah tersebut, Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan. 2 (dua) orang tersebut 

harus berbeda secara hukum dari segi kedudukan dan status karena terkait dengan 

kepemilikan harta yang akan dimiliki oleh Perseroan Terbatas. 

 

Pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian perkawinan tidak dapat 

dianggap sebagai 2 (dua) orang untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas karena 

mereka memiliki kedudukan yang sama, terutama dalam hal harta. Oleh karena itu, 

pasangan suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin tidak dapat dianggap 

sebagai dua orang untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisa keabsahan pembuatan Akta 

Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya hanya didirikan oleh suami istri tanpa 

adanya perjanjian perkawinan serta untuk menganalisis tanggung jawab pemegang 

saham Perseroan Terbatas serta akibat hukum nya terhadap pembuatan akta Perseroan 

 
1 NPM : 2220216320075 
2 Pembimbing  
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Terbatas yang pemegang sahamnya hanya didirikan oleh suami istri tanpa adanya 

perjanjian perkawinan. 

 

Perseroan Terbatas yang sahamnya hanya dimiliki oleh pasangan suami istri 

yang terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak memiliki perjanjian perkawinan 

pisah harta dapat kehilangan status badan hukumnya. Untuk itu maka maka sebagian 

saham harus dialihkan kepada pihak lain agar kepemilikan saham perseroan bukan 

hanya milik pasangan suami istri. Dalam perjanjian perkawinan pisah harta, pasangan 

suami istri dapat mendirikan Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan fakta bahwa 

masing-masing dari mereka adalah subjek hukum tersendiri atas harta benda yang 

mereka miliki bersama. 

 

Kepemilikan saham Perseroan Terbatas oleh suami dan istri tanpa perjanjian 

perkawinan dimaksud mengakibatkan persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan 

hukum tidak terpenuhi sehingga pertanggungjawabannya suami istri sebagai 

Pemegang saham menjadi terbatas. Ini berarti bahwa pemegang sahamnya bertanggung 

jawab secara pribadi atas semua tanggung jawab dan kerugian yang terkait dengan 

Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 
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PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS OLEH PASANGAN SUAMI 

ISTRI TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN 

 

ABSTRAK 

Oleh: 

Fitriana,3 H. Rachmadi Usman.4 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 198 Halaman 

Kata Kunci: Akta Autentik, Perseroan Terbatas, Perjanjian Perkawinan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan pembuatan Akta 

Perseroan Terbatas oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan, serta 

kewajiban-kewajiban pemegang saham Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya jika 

Perseroan tersebut dibuat oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian 

perkawinan. 

 

Hasil Penelitian Pertama, sebagai badan hukum, suatu Perseroan didirikan 

berdasarkan suatu perjanjian dan pada Undang-Undang Perkawinan, ketika 2 (dua) 

orang menikah secara resmi, mungkin ada konsekuensi hukum, seperti penetapan 

harta bagi suami dan istri. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik 

bersama. Oleh karena itu, dalam hal terjadi kesatuan harta, maka baik suami maupun 

istri harus meminta persetujuan pihak lain sebelum melakukan perbuatan hukum. 

Apabila suami istri tidak mempunyai perjanjian perkawinan, maka syarat-syarat 

persekutuan modal tidak terpenuhi, berakibat perseroan tidak dapat berstatus badan 

hukum (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007). 

 

Hasil Penelitian Kedua, Jika suatu Perseroan Terbatas diminta untuk 

memenuhi kewajiban hukum di masa depan, asetnya akan menjadi satu-satunya 

sumber pendanaan untuk kewajiban tersebut. Kedua, Kedudukan hukum Perseroan 

Terbatas akan sangat dipengaruhi oleh susunan pemegang sahamnya; dengan kata 

lain, apabila Perseroan Terbatas hanya mempunyai satu orang pendiri, maka tidak 

lagi dianggap sebagai badan hukum, mengubahnya menjadi kepemilikan 

perseorangan dan sebagai akibatnya, memberlakukan kewajiban yang sering kali 

tidak terkait dengan organisasi yang diakui secara hukum. 

 

 
1 Fitriana 
2 Pembimbing  
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